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Putusan DKPP Tak Tegas, Ketua KPU Selayaknya Mengundurkan Diri

Putusan DKPP Rl Nomor 35-PKE-DKPP/I1/2023 dan 39-PKE-DKPP/11/2023 memberikan sanksi
peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI, dan menyatakan Ketua KPU Rl Hasyim Asy'ari
melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f jo Pasal 15 huruf a, d, dan g Peraturan DKPP Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketua
KPU RI dinilai melanggar prinsip profesionalisme dengan melakukan komunikasi yang tidak
patut dengan calon peserta pemilu, dan mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara
pemilu.

DKPP Tidak Tegas dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU

Penjatuhan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU menunjukkan DKPP tidak tegas
dalam memutus pelanggaran kode etik yang sudah menimbulkan dampak buruk terhadap
kredibilitas kelembagaan KPU. Alih-alih menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai
anggota KPU, DKPP justru melakukan pembiaran terhadap Ketua KPU yang sudah terbukti
melanggar kode etik. DKPP seolah tidak menyadari bahwa kredibilitas KPU dipertaruhkan dalam
putusannya, yang akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara
pemilu dan proses pemilu secara keseluruhan.

DKPP harus menyadari bahwa putusan tersebut berpotensi menimbulkan keraguan atau
bahkan ketakutan bagi setiap orang untuk mengadukan pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu, karena penyelenggara pemilu yang sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik
serius sekalipun masih dibiarkan untuk menjalankan tugas. Saluran pengaduan yang terhambat
hanya akan membangun prasangka buruk publik terhadap kinerja penyelenggara pemilu, dan
bukan tidak mungkin berdampak pada pelaksanaan pemilu secara keseluruhan yang seharusnya
memposisikan publik sebagai pemangku kepentingan utama pemegang hak suara.

Putusan DKPP Tidak Berperspektif Korban Dugaan Kekerasan Seksual

Pada duduk perkara dan pertimbangan Majelis dalam putusan DKPP ditemukan sejumlah celah
dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu. Pertama, dari
segi proses penanganan kasus pelecehan seksual, DKPP tidak memiliki skema pelindungan saksi
dan korban. Kedua, DKPP gagal menghadirkan perspektif korban dalam proses penanganan
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kasus maupun pertimbangan hukumnya. Ketiga, DKPP absen menghadirkan pertimbangan
relasi kuasa yang seringkali berperan dalam kasus kekerasan seksual. Di tengah berbagai
kekurangan tersebut, DKPP justru menekankan beban pembuktian kepada korban.

Mekanisme penanganan kasus yang timpang dan minim perspektif tersebut menjadi gambaran
bahwa DKPP tidak mampu menciptakan ruang aman dan pelindungan bagi setiap orang yang
bermaksud menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran etik perilaku penyelenggara
pemilu. DKPP seharusnya mampu menciptakan proses yang adil dalam memeriksa dan
memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara
pemilu.

Ketua KPU Selayaknya Mengundurkan Diri

Proses pemeriksaan dan putusan DKPP sudah menunjukkan dengan jelas bahwa Ketua KPU
terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa tindakan tidak profesional dengan
mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
serta mencoreng kredibilitas kelembagaan KPU Rl karena terkait dengan konflik kepentingan.
Oleh karena itu, terlepas dari sanksi yang sudah dijatuhkan DKPP, sebagai ketua lembaga
negara yang sudah diangkat sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan menyatakan akan
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi,
Ketua KPU sudah selayaknya untuk mengundurkan diri dari keanggotaan KPU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PSHK mendesak:

1. DKPP untuk lebih tegas dan tidak ragu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap sebagai
anggota, jika ada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik, terutama
yang berkaitan dengan tindakan sengaja mendahulukan kepentingan pribadi dan terkait
dengan konflik kepentingan dengan perannya sebagai penyelenggara pemilu;

2. DKPP untuk membuat mekanisme pelindungan terhadap korban dan/atau pengadu yang
terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu;

3. DKPP untuk menyiapkan mekanisme pemeriksaan terhadap korban dan/atau pengadu agar
dapat memberikan informasi secara bebas, aman, dan tanpa tekanan; dan

4. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk segera mengundurkan diri dari keanggotaan KPU RI.



